BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Pertama, berdasarkan hasil penelitian, kenaikan opsen
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Bengkulu
memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat.
Dampak positifnya adalah meningkatnya Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk mendukung
pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan fasilitas
umum. Sementara itu, dampak negatif yang dirasakan
masyarakat adalah bertambahnya beban pengeluaran rumah
tangga, menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan
bermotor, serta berkurangnya penjualan pada sektor usaha
dealer kendaraan. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang
belum memahami mekanisme opsen pajak karena kurangnya
sosialisasi dari pemerintah.

Kedua, berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi
Syariah, kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor pada
dasarnya diperbolehkan karena bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan daerah demi kepentingan dan kemaslahatan
masyarakat. Namun, penerapannya harus memenuhi prinsip
keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), kemampuan
(istitha'ah), amanah, dan perlindungan harta (hifz al-mal).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan opsen PKB

telah memenuhi aspek kemaslahatan karena mendukung
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pembangunan daerah, tetapi dalam aspek keadilan dan

kemampuan masih terdapat masyarakat yang merasa

terbebani oleh kenaikan pajak. Oleh karena itu, pemerintah
perlu melakukan evaluasi dan pengawasan agar Kkebijakan
tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi

Syariah.

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu melakukan evaluasi
secara berkala terhadap besaran tarif opsen Pajak
Kendaraan ~ Bermotor agar  penerapannya  tetap
mempertimbangkan kondisi ekonomi da n kemampuan
masyarakat.

2. SAMSAT Kota Bengkulu perlu meningkatkan sosialisasi
mengenai mekanisme, tujuan, dan manfaat opsen Pajak
Kendaraan Bermotor melalui berbagai media informasi
sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut
secara lebih baik.

3. DPRD Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan fungsi
pengawasan terhadap penggunaan penerimaan opsen
Pajak Kendaraan Bermotor agar dana yang terkumpul
benar-benar digunakan untuk pembangunan daerah dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi

pengelolaan dana hasil opsen Pajak Kendaraan Bermotor
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dengan menyampaikan laporan penggunaan anggaran
kepada masyarakat secara terbuka dan berkala.

. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan
penelitian mengenai kebijakan opsen Pajak Kendaraan
Bermotor dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta
menggunakan pendekatan yang lebih mendalam agar

diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.
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